
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEUAmNAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bah、va bcrdasarkan Pcraturan Presiden Republik lndonesia

Nomor 33 Tahun 2020 tclah ditctapkan Standar Harga Satuan

RegiOnal;

bahwa dalarn rangka tcrtib adn■ inistrasi pcttalanan dinas di

lingkungan  Pclncrintah  Provinsi  Sumatera Utara,  perlu

pcdoman pcttalanan dinas;

bahぃとa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dinlaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Pcraturan

Gubernur tentang Pedoman Pettalanan Dinas Dalarrl Ncgcri

dan LLlar Negeri di Lingkungan Pemcrintah Provinsi Sumatcra

Utara;

Pasal 18 ayat(6)Undang… Undang Dasar Negara Republik

lndoncsia Tahun 1945;

Undang― Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pcmbcntukan

Daerah OtOnorn Propinsi Atteh dan Pcrtibahan Pcraturan

Pclllbcntukan Propinsi Sumatcra Utara (Lembaran Negara

Rcpublik lndOncsia Tahun  1956 Nolllor 64, Tarnbahan

Lcrllbaran Negara Republik lndoncsia NOmor l103);

Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan

Ncgara (Lembaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2003

Norl■or 47, Tambahan Iン ernbaran Negara Republik lndOnesia

Nomor 4286);

Menimbang : a,

Mengingat : 1.

b.

C.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.
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Undang― Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5,Tambahan Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4355);

Undang― Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Penge101aan dan Tanggungiawab Keuangan Negara(Lcmbaran

Negara Republik lndOnesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan

Lcmbttan Ncgara Rcpublik lndOncsia Nomor 4400);

Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Peine五ntahan
Daerah (Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran . Negara Rcpublik
Indonesia NOmor 5587)scbagimana tclah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang― undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas undang― undallg Nolrlor 23 Tahun 2014

tentang Pcrncrintah Daerah (Lelnbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lelnbaran Negara

Republik lndOnesia Nomor 5679);

Peratural■  Peme五ntah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang

Kcdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaga Negara Republik lndoncsia Tahun 2000 Nomor 210,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndOnesia Nomor 4028);

Peraturan  Pcmcrintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndoncsia Tahun 2019 Nornor 42,TaFnbahan Lembaran Negara

Republik lndOnesia Nomor 6322);

Peraturan Mente亘 DalaΠI Negeri Republik lndonesia Nomor 64

Tahun  2020  tentang  PcdOman  Penyusunan  Anggaran

Pendapatal■ dan Belan」 a Dacrah Tahun 2021:

Peraturan Menteri Dalaln Negeri Republik lndOncsia No■ ■■or 77

Tahun 2020 tentang PedOman Teknis Penge101aan Keuangan

Daerah(Bc五 ta Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2020 Nomor

1781);

Pcraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan

dan Susunan Perangkat Dacrah PrOvinsi sumatcra Utara

(Lcrnbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 NoIIlor

6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatcra utara

Nomor 32);

9.

10

１
■
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Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2afi tentang Susunan
organisasi, Tugas, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi sumatera utara {Berita
Daerah Provinsi SumatBra Utara Tahun 2Afi Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang susunan
organisasi, Tugas, Fungsi, uraian T1rgas dan Tata Kerja Rumah
sakit Umum Haji Medan provinsi sumatera utara {Berita
Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2olz Nomor 61);
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tatrun 201g tentang Susunan
organisasi, T\rgas, Fungsi, uraian T\rgas dan Tata Kerja Rumah
sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem provinsi sumatera
Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PER」 ALANAN
DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

3. Pemerintahan Daerah adarah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan

Rakyat Daerah menurLlt asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Gul:ernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Sumatera
Utara.

12.

13.

14.

４

　

５
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Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Kepala Daerah dan

DPRD pegawai dalam pcnyclenggaraan urusan peme五 ntahan
yang rrlettadi kCwenangan daerah.

Pttabat adalah pttabat di lingkungan Peme五 ntah Provinsi

Sumatcra Utara,te...lasuk Pimpinan darl Anttota DPRD.

Pegawai Nege五  Sipil yang selan」utnya discbut PNS adalah

Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu

olch pttabat yang bcprcnang dan diserahi tugas dalaln suatu

jabatan serta digai rncnumt pcraturan pcr■ lndang― undangan.

」abatan Pegawai Negcri Sipil adalah Jabatan Pilnpinan Tinggi

Utama,」abatan Pimpinan Tinggi Madya,Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama,」 abatan AdrrlinistratOr,Jabatan Pengawas dan

」abatan Pelaksana.

」abatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pclayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan tertentu.

Pttabat Fungsional adalah pcgawai ASN yang mcnduduki

jabatan FungsiOnal pada instansi pemerintahan.

Calon Pcgawai Negcri Sipil yang selan」 utnya disebut cPNS
adalah cPNS yang diangkat 01eh pttabat yang bclwenang

dalam masa pcrcobaan sekurang― kurangnya l(satu)tahun dan

paling lama 2(dua)tahun serta digai mcnun■ t pcraturan
pcrundang_undangan.

Non PNS adalah sctiap warga Negara lndoncsia yang beketta

berdasarkan kOntrak ketta.

Diluar PNS adalah setiap warga Negara lndOnesia yang bcrasal

da五  prOfesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk
mcnuttang suatu kegiatan sesuai dengan bidang kcahliannya.

Surat Pe五ntah Tugas yang selanJutnya disebut SPT adalah

surat pcrintah yang dikeluarkan olch paabat yang berwenang

kepada Pttabat Daerah/PNS,CPNS,Non PNS/Diluar PNS。

Paabat yang berwenang adalah Kcpala Pcrangkat Dacrah di

lingkungan Peme五 ntah PrOvinsi sumatera Utara.

Surat Pc五 ntah Pettalanan Dinas yang selanJutnya discbut

SPPD adalah Surat Pcrintah kcpada Paabat/PNS,CPNS,Non

PNS untuk melaksanakan Pettalanan Dinas sesuai Surat

Perintah Tugas.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan Dinas melewati
batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat
kedudukan semula di dalam negeri.

19- Perjalanan Dinas pindah adalah perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas
permintaan sendiri.

20- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam waktu Indonesia untuk kepentingan Negara.

21.Pettalanan   Dinas Lua-r Negeri adalah kegiatan
perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki
hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai
negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas
perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari ApBD.

22- Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang teiah dihitung
terlebih dahulu (pre-calcttlqted amountl dan dibayarkan
sekaligus.

23- Biaya Rill atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran sah.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat

Daerah yang selanjutnya disebut DpA-sKpD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

25. Pejabat lainnya yang setara adarah pejabat yang telah
mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pirnpinan dan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

26. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
27 - Tempat tqiuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan

pedalanan dinas.

28. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
29. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara.
30. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif

di Indonesia di bawah provinsi.
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Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bagi Pejabat Administrator, pejabat pengawas, pejabat
Fungsional dan Pejabat pimpinan Tinggi, caion pegawai Negeri
Sipi1, Non PNS/ Diluar pNS di lingkungan pemerintah provinsi
Sumatera Utara.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan tugas-tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. ketersediaan dalam anggaran setiap perangkat daerah dan
kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kineqia;
dan

c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas
dan menjamin akuntabilitas da_lam bentuk pemberian perintah
pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaa,.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4
Perjalanan dinas dalam negeri meliputi :

a. perjalanan dinas jabatan; dan
b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 5
(i) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

huruf a, digolongkan menjadi :

a' perjalanan dinas jabatan keluar wilarrah Provinsi Sumatera
Utara (luar kota);

(3)
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(3)
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b. perjalanan dinas jabatan dalam urilayah provinsi Sumatera
Utara;

c. perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan
(Diklat).

Perjalanan dinas keluar wilayah provinsi sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas
yang melewati batas rnzilayah Ibukota provinsi Sumatera utara.
Perjalanan dinas jabatan daiam wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari g
(delapan) iam yang dimulai dari kota asal atau Kota Medan
ke kota tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di
kota tujuan dan kembali ke kota asal atau Kota Medan
dalam wilayah provinsi Sumatera utara yang keseluruhan
pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud melampaui g

(delapan) iam, berdasarkan surat perintah Tugas (spr) dan
Surat Perintah perjalanan Dinas (sppD) yang diterbitkan
oleh PAIKPA.

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan
8 {delapan) iam di dalam kota asal atau Kota Medan yang
dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja
dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas
kedinasan dimaksud tidak melampaui g (delapan) iam
berdasarkan sPT yang diterbitkan oleh pA/KpA tanpa
menerbitkan SppD.

(4) Perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan
(Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan Perjalanan Dinas mengikuti pendidikan darr
Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan Sumber
Daya Manusia.

Pasa1 6

(1) Pettalanan Dinas」 abatan sebagailnana dilnaksud dalam Pasal

4 huruf a dilaksanakan dalam rangka:

a.pclaksanaan tugas dan fungsi yang inelekat pada jabatan.

b.lmcngikuti raPat,SCIIninar dan kcgiatan sacnisnya lainnya.
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pengumandahan (detasering) di luar provinsi Sumatera
Utara dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang
melewati batas kota, jumlah hari yang dibayarkan
maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan.

menghadap Majelis Penguji Kesehatan pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatan guna kepentingan jabatan.

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena
melakukan tugas.

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53, Jumlah
hari yang dibayarkan paling lama 2 (dua) hari;
mengikuti pendidikan dan pelatihan.

menjemputf mengantar ke tempat pemakaman jenazah
Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam
rnelakukan Perjalanan Dinas, jumlah hari yang dibayarkan
paling lama 3 (tiga) hari.

menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari
tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat
pemakaman, jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3
(tiga) hari.

Pasa1 7

PCttalanan dinas dilakukan untuk mclaksanakan tugas bagi

kepcntingan ncgara/daCrah dcngan tctap mcncrapkan prinsip

cfisicn dan cfcktif.

Pettalanan dinas dalarn negeri mettputi pettalanan dinas baik di

dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara dalam wilttah

Negara Rcpublik lndoncsia.

Pettalanan dinas dapat dilakukan oleh Paabat/PNS, CPNS,

Non PNS/Diluar PNS sctclah mcndapat pcrsctu」 uan dari

paabat yang bcr、 vcnang`

ｄ

　
　
ｅ

g.

h.

k.

(2)

(3)
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(4) Setelah melaksanakan perjalanan

dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :

dinas sebagaimana

a.membuat laporan hasil pcttalanan dinas secara tcrtulis

kcpada  paabat  yang  bcr、 venang  mcmcrintahkan

scbagailnana tcrcantum dalam Lampiran l scbagai bagian

tidak tcrpisahkan dari Pcraturan(3ubernur ini;

b.mcnyampaikan  pcrtanggungia、 vaban  pcttalanan  dinas

kcpada bcndahara pcngcluaran paling lambat 5(lima)hari

dcngan lnclampirkan:

1.SPPD (Surat Perintah Pcttalanan Dinas)yang tclah

ditandatangani olch pc」 abat sctcmpat.

2.Laporan hasil pcttalanan dinas,

3.Tikct pcsa、vat udara dan bOarding pass.

4.Bukti pcmbttaran lncnginap di hOtcl.

5.K、vitansi transportasi ke dalanl dan luar daerah.

6.Transportasi dalarn kOta khusus Gubcrnur, Wakil

Gubcrnur dan Pilnpinan Dewan.

c.tiket pcsa、 vat scbagailnana dilnaksud dalam huruf b angka

3 pcmbeliannya dapat dilakukan melalui travcl maupun

media onlinc;

d.bukti pcmbayaran scbagairnana dilnaksud dalam huruf b

pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro pettalanan

maupun rncdia onlinc;dan.

c,paabat sctcmpat sebagaiinana diinaksud dalam huruf b

pada angka l adalah Paabat pada instansi tttuan atau

panitia pcnyelenggara atau tcmpat kegiatan.

Dalam hal kesulitan mcmpcrolch sarana transportasi schingga

diperlukan biaya tambahan, maka dapat dibcrikan tambahan

biεり
ra sesuai kcbutuhan riilnya dcngan mcmbuat surat

pcrnyataan yang dikctahui olch PA/KPA.

Pasa1 8

Gubcrnur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Jabatan

Pirnpinan Tinggi ⅣIadya standar tikct pcsawat kclas bisnis.

Anggota DPRD,」abatan Pimpinan Tinggi Pratama,PNS,CPNS,

Non PNS/Diluar PNS standar tikct pcsawat kclas ekOnonli.

(5)

(2)
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Pasal 9

Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/wakil Gubernur
yang sifatnya mendampingi Gubernur/wakil Gubernur
melaksanakan kunjungan keluar/dalam daerah berdasarkan
undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transport,
uang harian dan moda transportasi udara yang disamakan
dengan Gubernur/Wakil Gubernur.

Perjalanan dinas bagi Pegawai ridak Tetap adalah pegawai yang

memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang

berwenang dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan
pedanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas
pemerintah dan tugas pembangllnan tertentu dalam masa

keqja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perjalanan Dinas bagi Ketualwakll Ketua Tim penggerak pKK,

Besaran Uang Penginapan dan transport disamakan dengan
Pejabat Eselon II Per.lalanan Dinas di Lingkungan pemerintah

Provinsi sumatera Utara, Sekretaris/Bendahara/Ketua pokja

disamakan dengan Pejabat Eselon Iil perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara, dan Anggota

Tim Penggerak PKK disamakan dengan pejabat Eselon IV.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk
kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Komponen perjalanan dinas jabatan meliputi:
a. biaya Ltang harian;

b. biaya transportasi;

c. biaya penginapan;

d. uang representatif;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan

f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2)

(3)

(2)
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Bagian Kesatu

Biaya Uang Harian

Pasal 1 1

Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan
pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana

Perjalanan Dinas ke Luar Ibukota provinsi dan dalam kota
lebih dari 8 (delapan) jam dan diklat. penggantian biaya
keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal dan keperluan uang makan.
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan g

(delapan) jam di dalam kota asal atau Kota Medan yang dimulai
dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan
sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan
dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) iam hanya dapat
diberikan biaya transportasi lokal dibayar secara riil .

Uang Harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi g

(delapan)iam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
Besarnva Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibayarkan secara Lumpsum, dan merupakan batas tertinggi
untuk semua tingkatan/ golongan.

Untuk kegiatan/pertemuan :

a. non diklat yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung
panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara
Lumpsum.

b. diklat yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung
P anitta I Penyelen ggara dibayarkan uan g harian.

Bagian Kedua

Biaya Transportasi

Pasal 12

(1) Biaya transportasi pesawat udara dan biaya transportasi
lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya rii1.

(2)

(3)

(4)

(5)
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(2) Biaya transportasi scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 10可 at

(2)huruf b tcrdiri atas:

a.pettalanan dinas jabatan dari tcmpat kcdudukan sampai

tempat tttuan kebcrangkatan dan kcpulangan;

b.apabila mclakukan pcttalanan dinas di dalarn wilayah

Provinsi Sumatcra Utara ke Kabupaten/Kota (PCttalanan

Dinas Lcbih dari 8 Jan■ )yang telah mempunyai Bandar
Udara maka dapat rncnggunakan moda transportasi udara

(PCSaWat Tcrbang).

c. biaya  transportasi  darat  dari  lbukota  Provinsi/

Kabupatcn/Kota   tempat   kedudukan   kc   wilayah

Kabupatcn/Kota dalarn PrOvinsi Sumatcra Utara(ο ηθ z〃αy)

pettalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8(delapan)

jam yang mclewati batas kOta asa1/tempat kedudukan

diutamakan pcrtanggungiaⅥアabannya dcngan biaya r五 1(α
`COStt  dan apabila pengeluaran transportasi biaya r五 1(α
`

COSの tidak dipcrolch, Inaka dapat dipertanggun」 aⅥZabkan

dcngan Surat Pernyataan Pengeluaran R五 l Transportasi

atas  persctu」 uan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan

besarannya discsuaikan dcngan kc、vttaran dan nyata ke

Kabupaten/Kota ternpat tttuan Serta tidak lnelebihi dari

biεり「a yang tclah ditetapkan dalan■ Kcputusan Gubernur
Sumatcra Utara.

d.biaya transportasi   Pcttalanan Dinas Kcluar Wilayah

Provinsi Sumatera Utara(Luar Kota)diberikan sccara riil

bcrdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan(Pesau/‐ at

Terbang),pCmbiayaan tikct pesawat pcttalanan dinas dalam

ncgeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya

tiket pesawat pcttalanan dinas dalam ncgcri scpattang

didukung dcngan bukti pengeluaran riil(pernbiayaan secara

α
`costl.

c.untuk bitta bagasi,maskapai yang rncnlisahkan tikct dan

bagasi,dibayarkan sccara riil;
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f. satuan  biεりra  takSi  pcttalanan  dinas  dalam  ncgcri

(pettalanan dinas kc luar wilttah Provinsi/1uar lbukota

Provinsi)mCrupakan satuan biaya yang digunakan untuk

pcrcncanaan kcbutuhan pcttalanan taksi dari tcmpat

kcdudukan mcn司 u bandara/pelabuhan/terrnina1/staSiun

kcberangkatan  dan  dari  bandara/pelabuhan/ternlina1/

stasiun kcdatangan rnenttu ternpat tttuan dan sebaliknya.

go Surat   Pcrnyataan   Pcngcluaran   R五l   Transportasi

scbagairnana tercantum dalam Lampiran II scbagai bagian

yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan C.ubcrnur ini.

Biaya  transportasi  kcgiatan  dalanl Wilε りrah  PrOvinsi  kc

Kabupatcn/Kota (PCttalanan Dinas Lebih dari 8 」arn)tidak

dapat  dibcrikan  apabila  pcttalanannya  mcnggunakan

kendaraan dinas.

Apabila mclakukan pcttalanan dinas dalam Provinsi Sumatcra

Utara kc Kabupatcn/Kota(PCttalanan dinas Lcbih dari 8」 an■
)

yang  mcmpunyai  tlttuan  ke  Kabupaten/Kota  sctelah

mempergunakan A/10da Transportasi Udara(pcsaWat tcrbang)

dapat rnempergunakan satuan fasilitasi transportasi lan」 utan

sctclah mcnggunakan pcsawat terbang ke kota t両 uan tcmpat

bcrdinas dan scbaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara

Luψ Suれ・

Apabila melakukan pettalanan dinas kcluar ttrilayah Provinsi

(Luar  lbukota  Provinsi) yang  mcmpunyai  ttttuan  kc

Kabupaten/Kota Wilttah Provinsi setclah mcnggunakan moda

transportasi udara (peSaⅥ zat terbang)dapat mempergunakan

satuan fasilitasi transportasi lal■」utan  sctelah mcnggunakan

pesawat terbang ke kOta ttl」 uan tempat berdinas dan

sebaliknya dan pcmbiεりraan dibayarkan sccara Laψ sa麓・

Penugasan yang dilaksanakan lebih dari l (satu) ttl」 uan
pelaksanaan Pettalanan Dinas 」abatan dan merupakan satu

kcsatuan penugasan hanya diberikan scbcsar l (Satu)kali

bitta transportasi dalarn kota.

(4)

(5)

(6)
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Bagian Kctiga

Biaya Pcnginapan

Pasal 13

(1) Biaya pcnginapan scbagairnana dilnaksud pada Pasal 10 avat

(2)hurtlf C rncrupakan biε ya yang dipcrlukan untuk lncnginap:

a. di hOtcl;dan

b. di tcmpat rncnginap lainnya.

(2) Biaya pcnginapan dibavarkan sccara αι cοst atau biεゥra riil dan

tidak b01ch mclcbihi dari tarif hOtel yang telah ditctapkan

dalam Standar Satuan Biε りra PCttalanan Dinas Dalam Ncgcri

dan Luar Ncgeri di Lingkungan Pcmcrintah PrOvinsi Sumatcra

Utara.

(3) Bagi yang rl■clcbihi tarif scbagairnana dirnaksud pada ttat(2)

dapat mclakukan pcmbayaran dengan cara penggabungan

biεりra hotcl untuk tugas/kcgiatan yang sama,lebih dari l(Satu)

orang.

(4) Pcttalanan dinas yang dilakukan olch tiln/kepanitiaan/pCSCrta

kegiatan dapat rnenginap di hotc1/pCnginapan di tcmpat acara,

scsuai dengan tarif tcrcndah yang terscdia di hotel tcrsebut.

(5) Dalam hal pelaksanaan pcttalanan dinas tidak mcnggunakan

fasilitas hotcl atau tempat pcnginapan lainnya, kepada yang

bcrsangkutan dibcrikan biε りra pcnginapan sebcsar 30シ 6(tiga

puluh perscn)dari tarif hOtel di kOta tempat tttuan yang telah

ditctapkan dan dibayarkan sccara lumpsum dengan membuat

surat pcrnyataan sebagairnana tercantum dalam Lampiran HI

yang scbagai bagian   tidak tcrpisahkan dari Pcraturan

Gubernur ini.

Bagian Keempat

Uang Rcprcscntatif

Pasal 14

Uang Rcpresentatif diberikan Kepada Gubcrnur,Wakil Gubcrnur,

Pimpinan/Anggota DPRD,Paabat Eselon I,Eselon II,Ketua/Wakil

Kctua Tirn Pcnggcrak PKK dan Paabat lainnya yang setara,

dibayarkan per― hari scbagai pengganti atas pengcluaran tambahan

sclama dalarn kcdudukan scbagai Paabat Ncgara,Paabat Daerah,

Paabat Eselon I, dan Paabat Esclon H dalarn rangka Pcttalanan

Dinas 」abatan, scperti biaya tips porter, tips pengernudi, serta

dibayarkan sccara Jレ ψ saηl dan lncrupakan batas tcrtinggi.
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Bagian Kclima

Se、va Kendaraan

Pasa1 15

ScⅥra  kcndaraan  dalam  kOta  dapat  diberikan  kepada

Gubcrnur/Wakil Gubcrnur,Pimpinan DPRD Provinsi dan Sckretaris

Dacrah Provinsi untuk kepcrluan pelaksanaan tugas di tempat

ttl」 uan,dibayarkan scsuai dcngan bitta r五 1,tcrrnasuk bitta untuk

pcngemudi,bahan bakar rninyak dan pttak.

Bagian Kccnam

Bittra Mcttemput/Mengantar」 enazah

Pasal 16

Biεya pcl■」emputan/mcngantarjcnazah scbagairnana dilnaksud

dalam Pasal  10 句rat (2) huruf f mcliputi biε ゥra bagi

penJemput/pengantar, biaya pemctian dan biaya angkutan

jcnazah.

Biaya angkutan jcnazah termasuk yang bcrhubungan dcngan

pengruktian/pcngurusan jcnazah dibayarkan secara α
` cOst

atau biaya r五 1.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PtrRJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 17

(1) usulan pelaksanaan perjalanan dinas tertib dahulu mendapat
persetujuan/perintah I rzin dari pejabat yang berwenang dengan
mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.

(2) sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih
dahulu mendapat persetujuan/perintahl izin dari Gubernur/
wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/ wakil
Gubernur.

(3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ah1i, Kepala perangkat Daerah

dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera
utara apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu
mendapat persetujuanlperintdn I izin dari Sekretaris Daerah.
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(4) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka
persetujuan/perintahl izin diterbitkan oleh pelaksana tugas/
pelaksana harian.

(5) Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar spr dan sppD (surat
Perintah Perjalanan Dinas) dari pejabat yang berwenang.

(6) Pejabat yang berrnenang hanya dapat menerbitkan SpT dan

SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk perjalanan dinas
yang biayanya dibebankan pada APBD.

(7) Penerbitan SPT dan sPPD (Surat Perintah perjalanan Dinas)

untuk melaksanakan pejalanan dinas setelah mendapat

persetujuanf perintahl izin dari pejabat yang berwenang.

(8) Bagi Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar pNS yang

melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koodinasi,

orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar
Wilayah Provinsi Sumatera Utara penandatanganan

keberangkatan/kedatangan pada SPPD (Surat perintah

Pedalanan Dinas) dapat dilakukan oieh pejabat Daerah

setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk
kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan

sejenisnya penandatanganan SPPD (Surat Perintah perjalanan

Dinas) dapat dilakukan oleh panitia pelaksanaf rempat
Pelaksanaan.

(9) Diluar PNS/Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas

dalam rangka pemenuhan keperluan suatu tugas atau kegiatan

serta dapat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang
saku.

(1o) Biaya perjalanan dinas diluar pNS/Non pNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) disamakan dengan Non pNS.

(11) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan
sepanjang dananya tersedia dalam DPA,

Pasal 18

(1) PCttalanan dinas dapat dilaksanakan oleh Paabat/PNS,CPNS,

Non PNS/Diluar PNS yang dituttuk olCh Paabat yang

bcnvenang.
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Dalam hal junllah hari pettalanan dinas lnclcbihi junllah hari

yang telah ditetapkan dalam SPPD (Surat PCrintah Pettalanan

Dinas), paabat yang bcrwcnang dapat mcmpcrtimbangkan

tambahan uang harian,biaya pcnginapan,uang representative,

scpattang kCICbihan tcrscbut bukan discbabkan kcsalahan/

kclalaian Paabat/PNS, CPNS, Non PNS/ Diluar PNS yang

bcrsangkutan.

Kelcbihan junllah hari sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)

diinohonkan secara tcrtulis kepada paabat yang ber、 LZenang

bcserta alasannya.

Pasa1 19

PCttalanan dinas 」abatan tcrcantum dalam Surat Pcrintah

Tugas (SPT)dan surat Pcrintah Pcttalanan Dinas (SPPD)

Pemerintah Provinsi Sumatcra Utara.

SPT dan SPPD sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)ditCrbitkan

olch:

a, SPT untuk Gubernur ditandatangani olch Gubernur, SPT

untuk Wakil Gubernur ditandatangani oleh

GubernurlWakil Gubernur, dan Surat perintah perjalanan

Dinas (SPPD) Gubernur dan V/akil Gubernur
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah provinsi sumatera
Utara;

b. SPT Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Ketua/wakil Ketua
Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non

SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

c. SPPD Pejabat Eselon I ditandatangani oleh sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

d. SPPD Pejabat Eselon II, Ketua/waki1 Ketua Tim penggerak

PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan pejabat

lainnya yang setara, ditandatangani oleh pejaLrat Eselon II,
PA/KPA yang anggarannya dibebankan pada perangkat

Daerah terkait.

(3)

(2)
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c. SPT dan SPPD Paabat Esclon III,Pttabat Esclon IV,PNS

Golongan l s.d Golongan IV,Sckretaris/Bcndahara/Ketua

Potta/AnggOta Tirn Pcnggcrak PKK,Anggota Lcrl■ baga Non

SKPD, Paabat lainnya yang setara dan Pcga、 vai Tidak

Tctap dcngan   Pcndidikan   sD/ShIP/SMA/S1/S2/S3

ditandatangani olch Kcpala Pcrangkat Dacrah/ Kepala

Unit Kctta;

f.  SPT dan SPPD untuk Paabat/staf SCkrctariat Dcwan

PcrヽⅣakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

ditandatangani olch Sckretaris Dc、van PcpⅣakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

g. format SPT dan SPPD scbagailnana tercanturn dalam

Lampiran IV dan Lampiran V scbagai bagian yang tidak

tcrpisahkan dari Pcraturan Gubcrnur ini.

Pettalanan dinas untuk Kctua,Wakil Kctua dan Anggota DPRD

diterbitkan oleh:

a.SPT untuk Kctua, Wakil Kctua  dan Anggota DPRD

ditandatangani olch Kctua DPRD Provinsi Sumatera Utara;

b.SPPD untuk Kctua, Wakil Kctua dan AnggOta DPRD

ditandatangani oleh Sckretaris De、 van Pcぃムrakilan Rakyat

Dacrah Provinsi Sumatcra Utara.

Pettalanan Dinas 」abatan di dalam Kota yang dilaksanakan

sampai dcngan 8 (delapan)janl dilakukan dengan Surat

Pcrintah Tugas(SPT).

Pasal 20

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur tentang Standar satr-lan Biaya perjalanan Dinas Dalam
Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan pemerintah provinsi

Sumatera Utara.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 2 1

(1) Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat Negara/pNS

Pemerintah Provinsi Sumatera utara dilaksanakan setelah

mendapat persetwjuanlrzin perjalanan dinas dari Menteri

Sekretaris Negara.

(4)
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(2) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam

rangka :

a. pendidikan dan pelatihan (training);

b. studi banding;

c. seminar (lokakarya/ konferensi/ sejenisnya);

d. promosi potensi daerah;

e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;

f. kunjungan persahabatanf kebudavaan;

g. pertemuan internasional; dan

h. perjanjian internasional.

Pasa1 22

Proses Penanganan ttin PerrnohOnan Pcttalanan Luar Ncgeri

Bagi Kcpala Dacrah/Wakil Kepala Daerah, Pilnpinan serta

AnggOta DPRD dan PNS di lingkungan Pcrncrintah Provinsi

Sumatera Utara sebagairrlana diinaksud dalam Pasa1 21 ayat

(1)bCrada pada Biro Pemcrintahan dan Otononli Dacrah

Sekrctariat Dacrah Provinsi Sumatera Utara.

Proscs Pcnanganan ttin PCrrnohonan Pcttalanan Luar Negeri

Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pirnpinan scrta

Anggota DPRD dan PNS di lingkungan Perlllcrintah Provinsi

Sumatera Utara untuk alasan pcnting (bcrObat, agama,

keluarga)untuk khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan/Anggota DPRD bcrada di Biro Pcrllcrintahan dan

Otonorni Dacrah Sckrctariat Dacrah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

TATA CARA ADMINISTRASI PER」 ALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasa1 23

(1) PCmcrintah Dacrah mcngttukan Surat perinohonan kepada

Mcntcri Dalam Ncgeri bagi Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpala

Dacrah Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS di lingkungan

Pcmcrintah Provinsi Sumatcra Utara yang akan mclakukan

pettalanan dinas luar negeri dengan inelampirkan:

a. surat undangan;

(2)
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b. kcrangka acuan ketta(臥K);

c. foto copy da■ar pelaksanaan anggaran(DPA);dan

d. surat kctcrangan pcndanaan.

Surat perrnohOnan scbagairl■ ana dirnaksud pada ttat (1)

mcrnuat:

a.nama dan jabatani

b.NIP bagi PNS;

c. tlttuan dan lnanfaat kcgiatan pcttalanan dinas luar negeri;

d.kota/ncgara yang dittl」 u;

e.agenda pettalanan;dan

f. sumber pcndanaan.

Pasa1 24

Surat pcrlnohonan scbagailnana dirnaksud dalarn Pasa1 23 ayat

(1)dilCngkapi dcngan dokumen pendukung dan diterilna olch

A/1cntcri Dalam Ncgcri dan h/1cnteri Sckrctaris Ncgara selambat―

lambatnya 14 (empat belas) hari SCbelunl kebcrangkatan

kccuali untuk hal― hal yang sangat rnendcsak untuk mcndapat

rekomendasi pettalanan dinas luar ncgeri.

Rckomcndasi pcttalanan dinas keluar negcri scbagailnana

diinaksud pada ttat (1)digunakan scbagai pcrtimbangan

untuk rnempcrolch izin pcmerintah.

Pasal 25

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan

paling banyak 5 (1ima) orang termasuk pimpinan rombongan atau

sesuai dengan yang dikeluarkan oleh sekretariat Negara serta

sesuai dengan dokumen pendukung.

(2)

Pasal 26

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan

lama 7 (tujuh) hari kalender atau

pendukung.

dinas ke luar negeri paling

sesuai dengan dokumen
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Pasal 27

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus dilengkapi dengan:

a. sPT dan SPPD yang diproses oleh Kepala Daerah setelah

mendapat persetujuan penugasan keluar negeri dari
Kementerian Dalam Negeri.

b. SPT dan SPPD Gubernur/wakil Gubernur ditandatangani oleh

Gubernur, jika berhalangan sPT dan sPPD ditandatangani oleh

Wakil Gubernur; dan

c. SPT dan SPPD PNS ditandatangani Gubernur/wakil Gubernur
dan apabila berhalangan SFrf dan SPPD ditandatangani

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah provinsi)

atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Pasal 28

Pejahrat /PNS yang melakukan perjalanan dinas iuar negeri

diwajibkan :

a. membuat iaporan secara tertulis selambat- lambatnva 30

(tigapuluh) hari sejak kedatangan di Indonesia (kembali ditempat
asal keberangkatan); dan

b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan

kepada Menteri Sekretaris Negara dan Atasan Langsung.

BAB VII

LARANGAN PERJALANAN DiNAS

Pasal 29

Setiap PejabatlPNS, Anggota DPRD, CPNS, Non pNS/Diluar pNS

dilarang menerima pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas
yang dilakukan dalam waktu, tempat danf atau tujuan yang sama.

Pasal 3O

setiap CPNS dan Non PNS dilarang menggunakan dana APBD untuk
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 31

Peraturan Gubernur muiai berlaku pada Pelaksanaan Kegiatan

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran ZO2l.
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BAB ViiI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 29 Maret 2421

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Ⅳledan
pada tangga1 31 h/1arct 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

Pembina Tk.I(IV/b)
NIP。 196904211990032003



LAMPIRAN I PERATURAN

NOMOR

TANGGAL

GUBERNUR SUMATERA UTARA

5 TAHUN 2021

29 MARET 2021

1.

KOP SURAT

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Nomor/tanggal SPPD     :
Atas nama dan jabatan

ⅣIaksud Pettalanan Dinas   :

T司uan Pettalanan Dinas   :

(InStansi dan kota yang ditlttu)

Tanggal pclaksanaan       i

Hasil Pcttalanan Dinas     :

e. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Terrlpat,Tangga1/Bulal1/Tahun
YANG MELAKSANAKAN PER」 ALANAN DINAS

」ABATAN,

NAMA」 ELAS

PANGKAT

NIP.

2.

3.

４

　

　

５

ａ
　
　
　
ｂ

　
　
　
ｃ
　
　
　
ｄ

Saiinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPA IRO HUKUM,

ＲＡＧＥ

雌

ｓＩＲ

【.I(IV/b)
1990032003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Pembina
NIP。 19690421

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RHL TRANSPORTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Pangkat/Gol

NIP

Jabatan

bcrdasarkan Surat Pcrintah Pcttalanan Dinas(SPPD)Nomor.… ……Tanggal

・………,dCngan ini karni rncnyatakan dcngan scsungguhnya bahttra:

1.Biaya transportasi pcgaⅥ アai di ba、vah ini yang tidak dapat diperolch

bukti pengeluarannya,mcliputi:

No Uraian 」uniah

」ullnlah

2. Jumlah uang tersebut di atas benar dikeluarkan untuk peiaksanaan

Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat

kelebi.han atas pemhrayaran, kami bersedia untuk menvetorkan

kelebihan terseLrut ke Kas Daerah.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mcngctahui/Mcnyet可 ui,

Kuasa Pcngguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

Medan, ...

Pelaksana SPPD

NIP

Salinan Sesuai Dcngan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM, GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADIAPRILLATHt SIREGAR
Pclnbina Tk.I(IV/b)

NIP。 196904211990032003



LAMPIRAN IH PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

Yang bcrtandatangan di ba、 vah ini:

Nama       :

Pangkat/Gol   :

NIP        :

」abatan      i

bcrdasarkan Surat Perintah Pettalanan Dinas(SPPD)Nomor.… …… tanggal

・…・…・, dengan ini saya mcnyatakan dcngan sesungguhnya bah、 va sclama

mclaksanakan pcttalanan dinas dari tanggal .… … s.d tanggal .… … tidak

menginap di hote1/penginapan yang telah ditentukan.

Dcrnikian surat pcnyataan ini saya buat dcngan scbcnarnya, dan apabila

dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, rnaka sava siap

mcnanggung konsckucnslnya.

Medan,.

Pelaksana SPPD

NIP.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
Salinan Scsuai Dcngan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

Pembina
NIP.19690421 1990032003



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

PEJABAT YANG BERWENANG

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR.… …………………

Dasar

ⅣIEMERINTAHKAN:
Kcpada

l.Nama
Pangkat/Gol
NIP
」abatan

2, Nalna
Pιngk載 /Gol
NIP
」abatan

3. dst

Untuk

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di .

pada tanggal.… ….… .… .…・・

PE」ABAT YANG BERWENANG,

NAMA」 ELAS
PANGKAT
NIP.

Salinan Scsuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

SIREGAR
Pembina

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

NIP。 19690421 1990032003



LA]ⅥPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR   5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

KOP SURAT

Lembar ke :

Kr>de No :

SPPD

i. Pcjabat yang rnemberiprrintah

2. Nama pegawai yarrg diperintahkan

3  a_  Pangltat dan go:ongall tncmuFtlt

b Jabata疇

c、  
′
ringk・at mcnurut pctttumll

pettalanan

4 MAKSllD PERJALANAN DINAS

5. Alai angkutan yang {lipergunakan

6. a. -fernpat 
berangt<at

b" Tempat tujuan

7、 a.Lamattya pettalanan dinas

b_Ta1lsttal bemngk盛

c  I・ a:lggal llatts kclllbali

8. Pengikui

,  Pcmbeballan Angga鷲燃11 1

a_  1113ialnsi

b_  Mata Alittarall

KETF_RANttA卜 くLAl卜《-1_AlN

C_ __...__.‐ ‐́・――‐・……―・・―・・‐‐‐・″―――・‐

a_ _́.___. _―・ヽ・・・―・・………・・・……… …… ‐・・

b´ ____……….‐ 一―……………………―

ａ
　
　
　
江

a  ……_ _12arl

b____… … _……………… …‐‐ヽ………………

C_ ...…  …Ⅲ ………… ……… 一ヽ‐・…… ……… …

[)ikcluarkall di

Pada Tanggal

NAAIIA JELAS
PANfiKAT
NIP

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

PE.'Iヽ 13Jヽ 1ヽ |ヽ Gヽ BFiltヽ ヽ̀Eヽ 1ヽ (ヽ1

ａ

　

ｔ
ｏ



-2-

Peiユ 1)at Pclalぃ ,■ 2 Tel《 nis Kegiatan IPPTK)   SPPD No
Bヽ CIANノBIDAヽ (;                   Bcrangkat dari

ttcllつ pal kcdlldlll(an)

Pada tallg豪

Kc.ヽヽ IヽA JELAS

lI  Tiba d
P謎 a tallggal

tserangkat dari
Ke
Pada tanggal

Kepala K"ala … …… ……… …… … … …… …

(Nallla Jol●、(Mm λhS
NつNむ

III  Tiba di

Patla tan33al

Belanqkat dari
Ke
Pada tanr.rgal

Kepaia......Kepala

{ NuurJsrls I NamaJビlas
Nip_Nip_

lV  Tiba di

Pada tanggal

BcianQkat dari

卜lc

Pacla tanggal

Kcprla Kepala

(ma Jclas Nama.ielas
N■ _NIP

V, Tibr Kembali di

Pada tenggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Tdah dpeplks・ ll,dCngt■ ll 鶴tcragan bttwa pttalanan
tcrsめ ut dlatts bentt dllabkm a撚  卜壼intahva dall
scma級 ―mata untuk ttpcnti喪 3an jabttall dal鑢 磁 ktl
yan3"m理非at― SInglomya

PE」 ABAT YANO BERヽ VENANG

NAMA JttLAS
PANGKAT
N IP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

Pcrnbina Tk.I(IV/b)
NIP.19690421 1990032003

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN VI

UNTUK SKPD

Lembar ke

Sudah diterima dari

Jumlah Uang

Terbilang

tJntuk pembayaran

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR   5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

Tahun Anggarall

Nomor BKU

Kode Rekenlng

KWITANS1/BUKTIPEⅣ lBAYARAN

: pengguna Anggarun/Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi Sumatera Utara

:Rp..… ……………………………………

h71cdan.… ……….… .… ……・―・………………

Jabatall Pcncrilna lJang,

NANlA JELAS
PANGKAT
NIP.

Setuju Dibayar :

Kuasa Pengguna An ggaran.

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Setuju dan lunas dibayar tanggal

Bendahara Pengeluaran.

NAMA」 ELAS

PANGKAT

NIP.

Salinan Sesuai Dengan AslinYa

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

NIP,196904211990032003
Pembina

REGAR
k・I(IV/b)
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